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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4524/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama  pada  tingkat

pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur  24  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  Belum  Sekolah,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat  kediaman  di

Semula  bertempat  tinggal  di  xxxxxxxxx,  namun saat  ini

tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan

jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun

di luar negeri (Ghoib), sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya  tertanggal  02

September  2024  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Tigaraksa  pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor

4524/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah 

melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, 
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yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, 

Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0106/46/II/2015 tertanggal 09 

Februari 2015;

2.  Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon 

bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxx

3.  Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah 

melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul) dan dikaruniai seorang 

anak Bernama :

3.1 xxxxxxx, (P) Lahir di Tangerang, 30 Mei 2017, Umur 07 Tahun,   

Pendidikan Kelas 1 SD, tinggal dengan Tergugat selaku Ibu Kandung

4.  Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan 

Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak  Juni 2018 keadaan 

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena 

sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang disebabkan:

4.1. Termohon sering membantah perkataan Pemohon Ketika

Pemohon menasehati Termohon;

4.2. Termohon tidak taat dan patuh terhadap pemohon 

sebagaimana tugasnya sebagai ibu ataupun seorang istri

4.3. Termohon sering berkata Kasar kepada Pemohon 

sehingga Pemohon sakit hati atas ucapan Termohon;

5.  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon 

dengan Termohon tersebut terjadi pada Tahun 2018 yang mana 

Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga 

antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi 

berhubungan selayaknya suami isteri;

6.  Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, kemudian 

Pemohon mencari keberadaan Termohon, namun Pemohon tetap tidak 

mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang dan untuk 

menguatkan gugatannya Pemohon melampirkan berdasarkan surat 

keterangan Ghoib Nomor : Nomor :755-Ds.Ckr/VIII/2024 yang 
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dikeluarkan dari Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten 

Tangerang Provinsi Banten  Tertanggal 29 Agustus 2024;

7.  Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin 

dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon 

serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah 

tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-

satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan 

Termohon;

8.  Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon 

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 

PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9.  Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut:

Primer:

1.  Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2.  Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di 

depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini 

berkekuatan hukum tetap;

3.   Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Termohon  tidak

pernah  datang  menghadap,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxx atas nama

Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 04 Maret 2021, bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P.1; 

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Legok Kabupaten

Tangerang  Provinsi  Banten,  Nomor  0106/46/II/2015  Tanggal  09

Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 

3.  Fotokopi  Kutipan  Surat  Keterangan  Ghoib,  Nomor  755-

Ds.Ckr/VIII/2024  Tanggal  29  Agustus  20245,  bukti  surat  tersebut

telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P.3;
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2. Bukti Saksi.

1. SAKSI,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah Ayah Kandung Pemohon; 

- Bahwa  saksi  tahu  antara  Pemohon dan  Termohon  adalah

suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Februari 2015; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat

tinggal di alamat xxxxxxx;

- Setelah  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  dan  telah

dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah

tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

terjadi sejak Juni 2018; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  dari  kehidupan  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  yang  tidak  rukun  dan  pernah

beberapa kali melihat perselisihan tersebut; 

- Bahwa  yang  saksi  ketahui  penyebab  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon karena :

a.  Termohon sering  membantah perkataan Pemohon Ketika

Pemohon menasehati Termohon; 

b.  Termohon  tidak  taat  dan  patuh  terhadap  pemohon

sebagaimana tugasnya sebagai ibu ataupun seorang istri

c. Termohon sering berkata Kasar kepada Pemohon sehingga

Pemohon sakit hati atas ucapan Termohon

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah rumah sejak

Tahun  2018  dan  Termohon  yang  meninggalkan  tempat

kediaman bersama; 
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- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi; 

- Bahwa  saksi  dan  keluarga  Pemohon  pernah  menasehati

Pemohon agar  bersabar  dan mengurungkan niatnya bercerai

dengan namun tidak berhasil; 

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Pemohon dan Termohon; 

2. Saksi  2,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

-  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah Saudara Kandung Pemohon; 

- Bahwa  saksi  tahu  antara  Pemohon dan  Termohon  adalah

suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Februari 2015; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat

tinggal di alamat xxxxxxx;

- Setelah  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  dan  telah

dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah

tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

terjadi sejak Juni 2018; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  dari  kehidupan  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  yang  tidak  rukun  dan  pernah

beberapa kali melihat perselisihan tersebut; 

- Bahwa  yang  saksi  ketahui  penyebab  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon karena :

a.  Termohon sering  membantah perkataan Pemohon Ketika

Pemohon menasehati Termohon; 
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b.  Termohon  tidak  taat  dan  patuh  terhadap  pemohon

sebagaimana tugasnya sebagai ibu ataupun seorang istri

c. Termohon sering berkata Kasar kepada Pemohon sehingga

Pemohon sakit hati atas ucapan Termohon

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah rumah sejak

Tahun  2018  dan  Termohon  yang  meninggalkan  tempat

kediaman bersama; 

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi; 

- Bahwa  saksi  dan  keluarga  Pemohon  pernah  menasehati

Pemohon agar  bersabar  dan mengurungkan niatnya bercerai

dengan namun tidak berhasil; 

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya  Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara

resmi  dan  patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

maka  Termohon harus  dinyatakan tidak  hadir,  dan perkara  ini  dilanjutkan

tanpa hadirnya Termohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan

Pasal 126 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  hanya  Pemohon yang

selalu hadir sedangkan  Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun

2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  tidak  dapat  dilaksanakan,

meskipun  demikian  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan

persidangan  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

memberikan  nasihat  dan  saran  kepada  Pemohon untuk  tetap

mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Termohon,  akan  tetapi  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya

Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,

oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil

permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR; 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti

P.2  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  dan  (fotokopi  Surat  Keterangan  Ghoib,

yang  merupakan  fotokopi  akta  otentik  yang  telah  bermeterai  cukup  serta

telah  dicocokan  dengan aslinya,  oleh  karena  itu,  bukti  tersebut  telah

memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo.Pasal

21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal

1888 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  bertempat  tinggal  di

wilayah Kabupaten Tangerang,  berdasarkan bukti  P.1 yang tidak dibantah

sehingga  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  (Pasal

1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR), telah terbukti Pemohon bertempat

tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, dan berdasarkan posita Pemohon
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yang  tidak  dibantah  bahwa  Termohon  bertempat  tinggal  di  wilayah

Kabupaten Tangerang,  sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  secara  formil  perkara  ini  menjadi

wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  yang  tidak  dibantah

sehingga  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  (Pasal

1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa

Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah

sehingga  keduanya  berkualitas  untuk  bertindak  sebagai  pihak-pihak  atau

legitima persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  (P.3)  berupa fotokopi  Surat

Keterangan Ghaib, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah

sehingga  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat

sehingga  dapat  dipertimbangkan  vide  Pasal  1870  Kitab  Undang-Undang

Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB).

Berdasarkan bukti a quo, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya

di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  juga  telah  menghadirkan  2  (dua)

orang saksi  di  persidangan yang telah  memberikan keterangan di  bawah

sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Pemohon,  sudah  dewasa  serta

orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76

Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 serta  ketentuan Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  sehingga  telah  memenuhi

syarat formil sebagai saksi;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Pemohon  menerangkan  tentang

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon

dengan Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan

dengan  dalil-dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Pemohon,  oleh  karena  itu

keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil,  sehingga
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keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis

dan  keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta

hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri  sah yang menikah

pada tanggal 07 Februari 2015;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun

dan harmonis, namun semenjak Juni 2018, sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan

Pemohon dan Termohon sudah rumah sejak Tahun 2018; 

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah

tidak  menjalankan  hak  dan  kewajiban  sebagai  suami  istri  dalam

kehidupan rumah tangga; 

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Pemohon  dan

Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  di  mana

antara  Pemohon dengan  Termohon  telah  rumah,  yang  telah  berlangsung

sejak Tahun 2018, hingga sekarang tidak saling  menghiraukan lagi,  telah

menunjukkan  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  kehilangan

kebahagiaan  sebagai  representasi  keterikatan  lahir  batin,  oleh  karenanya

menurut  pendapat  majelis  hakim  bahwa  fakta  tersebut  di  atas  patut

dinyatakan  telah  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam
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ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon

dan  Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir

batin dalam perkawinannya;

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan

Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul

sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan

Pemohon tetap  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah

tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk

menghindari  ekses  negatif  yang  lebih  besar  atau  aspek  mudharat yang

ditimbulkan  daripada  asas  kemanfaatan  yang  diperoleh,  sehingga  majelis

hakim  berpendapat  lebih  layak  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang,  bahwa  dalam  mempertimbangkan  permohonan

Pemohon tersebut,  Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil,  sebagai

berikut:

 Al Qur’an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

Artinya:  Dan  jika  mereka  berketetapan  hati  untuk  bercerai,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui; 

 Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya:  Thalaq  yang  dapat  dirujuk  dua  kali,  sesudah  itu  suami

diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan

dengan cara yang baik; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas  tanpa mempersoalkan siapa yang benar  dan siapa yang

salah,  maka  alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah

memenuhi  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 jo  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  atau setidak-

tidaknya  permohonan  Pemohon  untuk  bercerai  dengan  Termohon telah

memiliki  cukup  alasan,  maka  permohonan  Pemohon patut  dikabulkan

dengan memberi  izin kepada  Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.   Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2.   Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; 

3.  Memberi  izin  kepada Pemohon (PEMOHON) untuk  menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Tigaraksa; 

4.   Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Tigaraksa   pada  hari  Selasa,  tanggal  07  Januari  2025 Masehi

bertepatan dengan tanggal  7 Rajab 1446 Hijriah, oleh  Dra. Hj. Aprin Astuti,

M.Si., sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Hj.  Wadi  Dasmi,  M.Ag dan  Rahmat

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
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hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susmakadaranipa, S.Ag.,

M.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

 Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota II

  Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

 Pendaftaran : Rp 30.000,00

 ATK Perkara : Rp 75.000,00

 Panggilan : Rp 530.000,00

 PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

 Redaksi : Rp 10.000,00

 Meterai : Rp                       10.000,00  

J u m l a h : Rp 675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
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